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ABSTRAKSI
BARA DYNATA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Februari 2013, pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan
pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Dr. Bambang
Sudjito, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang
melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam
hal ini penulis mengambil permasalahan mengenai Bilamana tindakan penyidik
KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan
pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk tindak
pidana dan pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi. Penulis
mengangkat tema ini dengan landasan bahwa pentingnya penegasan mengenai
bentuk larangan perbuatan, utamanya yang dapat bersifat atau berpotensi menjadi
tindak pidana terhadap pegawai KPK khususnya dalam bidang penyidikan
mengingat peran penyidik KPK dalam menanggulangi dan memberantas korupsi
memerlukan hubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka.

Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah untuk
menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi. Kemudian untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk tindak pidana yang
dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana
korupsi serta menemukan dan mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban
hukum terkait dengan tindak pidana tersebut. Sehingga diharapkan penelitian dan
penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun prakitis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian normatif, karena
penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang — undangan
yang berlaku mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik
KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, dianalisis,
apakah sudah layak atau belum. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah
Pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa dalam
hukum positif Indonesia saat ini telah diatur mengenai bentuk tindak pidana yang
dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal penanganan kasus
tindak pidana korupsi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi menjadi UU nomor 20
tahun 2001 serta diatur pula dalam UU KPK yakni UU nomor 30 tahun 2002.
Namun berdasarkan analisa penulis terhadap undang — undang tersebut maka
masih adanya kekaburan hukum dan perlu segera diperjelas. Dalam penelitian ini
penulis juga menganalisis mengenai pentingnya pertanggungjawaban penyidik
KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana
korupsi mengingat peran KPK sebagai lembaga supervisi bagi lembaga lainnya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, penyidik KPK, pelanggaran,
penanganan kasus tindak pidana korupsi.



ABSTRACT
BARA DYNATA, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya,
February 2013, criminal liability KPK investigators who commit violations in the
handling of corruption cases, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum., Dr. Bambang
Sugiri, S.H., M.S.

The author discusses the criminal liability that KPK investigators violated in the
handling of corruption cases. In this case the author take issue regarding action
When KPK investigators can be categorized as a crime in the case of irregularities
in the process of checking corruption, and how to form a crime and legal liability
associated with the crimes committed by KPK investigators at the time of
corruption. The authors take up this on the grounds that the importance of
confirmation of the form - the form of deed restrictions, which can be primary or
potential crimes against KPK officials particularly in the area of investigation
given the KPK investigators role in tackling and eradicating corruption requires a
direct connection with the incident or the suspect.

The purpose of the author of the topic issue is to analyze the KPK investigators
when actions can be categorized as a crime in the case of irregularities in the
process of checking corruption. Then to describe how the shape of offenses that
can be done by KPK investigators happened to the examination of corruption as
well as locate and identify how the legal liability associated with such offenses. It
Is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically
and practically.

Type of research by the author is normative research, because the author would do
the research by analyzing the legislation - laws and regulations regarding the form
of crime that can be done by KPK investigators in handling corruption cases.
Then, analyzed, whether it is feasible or not. While the approach used is
normative juridical approach or normative legal research. Normative legal
research is conducted legal research methods by examining library materials or
just secondary materials alone.

The results of the research that has been conducted by the authors is that the
positive law of Indonesia has set the possible forms of crime that can be done by
KPK investigators in handling cases of corruption in the form of Act No 31 of
1999 on the eradication of corruption has been revised to Act No. 20 of 2001 and
the Law Commission also regulates the Law number 30 of 2002. However, based
on analysis of the authors of the law - the law is still the law, and ambiguities need
to be clarified. In this study the authors also analyze the importance of
accountability KPK investigators are committing a crime at the time of handling
corruption cases considering the role of the Commission as an institution for the
supervision of other institutions.

Keywords: criminal liability, KPK investigators, violation, handling corruption
cases.
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